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BAB II 
PEMBENTUKAN DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gugus Togas Pencegahan dan 

Penanganan TPPO Daerah. 
(2) Tujuan dibentuk Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk: X 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah 
Sela tan. 

3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan. 
4. Gugus Togas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang 

Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Togas adalah lembaga 
koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan 
Penanganan Korban Perdagangan Orang ditingkat Kabupaten. 

5. Sub Gugus Togas mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas 
Gugus Togas. 

6. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini 
mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 

7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi. 

8. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO 
adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan 
Perundang-undangan. 

9. Penanganan laporan/pengaduan adalah Serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti 
laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 
diajukan korban, keluarga atau masyarakat. 

10. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

11. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan 
dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

12. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar 
negeri ke titik deberkasi (entry point) atau dari daerah penerima ke 
daerah asal. 

13. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korbandengan pihak 
keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan 
perlindungan dan pemulihan kebutuhan bagi korban. 



Pasal 6 
(1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan 

Penanganan TPPO yang beranggotakan: 
a. unsur Pemerintah daerah; 
b. penegak Hukum; 
c. organisasi Masyarakat; 
d. lembaga Swadaya Masyarakat; 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 
(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas 

dibentuk Sekretariat. 
(2} Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilaksanakan oleh 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 
bidang Ketenagakerjaan; 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan 
dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas. 

Pasal 4 
Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai 
tugas: 

a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah 
tindak pidana perdagangan orang; 

b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan 
penanganan TPPO; 

c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama antar 
wilayah Kabupaten; 

d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum tingkat 
Daerah; 

e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang 
meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial dan tingkat 
Daerah; dan 

f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi. 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN TUGAS 

Pasal 3 
Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan 
penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berkedudukan di 
Daerah. 

a. mencegah terjadinya perdagangan orang; 
b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan 

pidana perdagangan orang; dan 
c. mewujudkan Daerah bebas dari perdagangan orang. 

(3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati. 



Pasal 11 
(1) Rapat koorinasi Sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota Sub Gugus 

Tugas. 
(2) Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. ~ 

Pasal 10 
( 1) Rapat koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas. 
(2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

Pasal 9 
Koordinasi Gugus Tugas meliputi rapat koordinasi pleno, koordinasi Sub 
Gugus Tugas dan koordinasi khusus. 

Bagian Kedua 
Koordinasi 

Pasal 8 

Untuk menjamin efektifitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan 
TTPO, Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan secara periodik dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah 
pemberantasan TPPO secara terpadu, Gugus Tugas melakukan koordinasi 
dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait 
lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk 
Rencana Aksi Daerah. 

Pasal 7 

BABV 
MEKANISME KERJA 

Bagian Kesatu 
Umum 

e. organisasi Profesi; 
f. perangkat Daerah terkait; 
g. tokoh Agama; 
h. tokoh Masyarakat; dan 
1. peneliti/ Akademisi. 

(2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Gugus Tugas 
dapat membentuk Sub Gugus Tugas sesuai kebutuhan dengan Surat 
Perintah. 

(4) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh 
seorang Koordinasi Sub Gugus Tugas yang beranggotakan dari anggota 
Gugus Tugas. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 
NOMOR40. 

MARTHEN SELAN 

Diundangkan di SoE 
pada tanggal 5 September 2018 
SEKRETARIS DAERAH 

*KABUPATEN TlrnE:GAH SELATAN, t 
'------' 

Ditetapkan di SoE 
pada tanggal 5 September 2018 

/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, { r a PAULUS V. R. MELLA 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 


